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ABSTRAK 

Masalah perceraian  antara hukum Islam dengan hukum  positif sangatlah 

berbeda, dalam hukum Islam menurut satu pendapat perceraian cukup dipersaksikan, 

sedangkan hukum positif  secara tegas mengatakan perceraian harus disidangkan di 

Pengadilan Agama. Hal ini tertuang dalam Pasal 39  ayat (1) Undang-undang  No. 3 

Tahun 1974. Pasal 65 Undang-undang  No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam yang mengatur bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam kenyataannya masih ada sebagian 

masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru yang memilih melakukan 

perceraian di bawah tangan dengan ada yang beranggapan perceraian tersebut sah-sah 

saja dilakukan. Pokok masalah dalam  penelitian ini adalah (1) Mengapa sebagian 

masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember lebih memilih 

melakukan perceraian di bawah tangan. (2) Bagaimana praktik perceraian di bawah 

tangan yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Gelang 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan dengan terjun langsung ke masyarakat, sehingga diperoleh data yang 

dibutuhkan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan 

wawancara. Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu 

menggunakan metode pendekatan normatif dan yuridis dan sosiologis. sifat penelitian 

deskriptif analisis. Kemudian diwujudkan dalam uraian-uraian berupa bentuk kalimat. 

Adapun hasil penelitian terhadap praktik perceraian di bawah tangan yakni 

dilakukan secara kekeluargaan dengan mendatangkan saksi atau tidak dan ada pula 

yang diputus sendiri tanpa adanya saksi. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya perceraian di bawah tangan adalah kurangnya pengetahuan kesadaran 

hukum, ekonomi rendah, lokasi Pengadilan Agama jauh dan lamanya proses 

perceraian serta waktu yang tidak sedikit. Dampaknya adalah perceraian menjadi 

tidak jelas terutama mengenai hak-hak dan kewajiban serta tidak mendapatkan akta 

cerai yang sah dari Pengadilan Agama. 

Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam perceraian di bawah tangan 

lebih banyak mendatangkan kerusakan. Karena perceraian di bawah tangan  tidak 

mendapatkan akta cerai sah yang diakui negara dan hak-haknya tidak jelas. Maka, 

agar tidak terjadi suatu kerusakan harus ada langkah pencegahan yaitu dengan cara 

melakukan perceraian di Pengadilan Agama. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 05936/U/1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama  

 ا
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 

 
Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Ha’ 

Kha’ 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Za’ 

Sin 

Syin 

 

 
Tidak dilambangkan 

b 

t 

 

ṡ 

j 

ḥ 

 

kh 

d 

 

ż 

r 

z 

s 

sy 

 

 
tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik diatas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 
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 ص
 ض

 

 ط
 ظ
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 ل
 م
 ن
 و
 ه
 ء
 ي

Sad 

Dad 

Ta’ 

Za 

‘ain 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

waw 

ha’ 

hamzah 

ya 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

‘l 

‘m 

‘n 

w 

h 

’ 

Y 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 

ة ُدُ دُ ـعُ ت ُمُ   

ة ُـدُ عُ   

 

ditulis 

ditulis 

 

Muta’addidah 

‘iddah 
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III. Ta’marbutah di akhir kata 

 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 

ُة ُمُ كُ حُ 

 ة ُي ُسُ جُ 

 

ditulis 
 

ditulis 

 

hikmah 
 

jizyah 

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

 

 

 بءُ ي ُل ُوُ ال  ُة ُامُ رُ كُ 

 

Ditulis 

 

Karāmah al-auliya’ 

 

 

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

 

 

 رُ طُ ف ُالُ بة ُكُ زُ 

 

Ditulis 

 

zakātul fiṭri 

 

IV. Vokal Pendek 

ُ

__ َُ__ُ

__ َُ__ 

 ____ 

 

 

fathah 

kasrah 

dammah 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

a 

i 

u 
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V.  Vokal Panjang 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 Fathah + alifة  ي  ل  ه  اج  
 

 Fathah +  ya’ matiىس  ن  ت  
 

 Kasrah + ya’ matiم  ي  ر  ك  
 

Dammah + wawu mati ض  و  ر  ف    

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 
ā   jāhiliyyah 

 
ā  tansā 

 
ī  karīm 

 
ū   furūḍ 

 

VI. Vokal Rangkap 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

Fathah + ya mati 

 م  ك  ن  ي  ب  

 

Fathah + wawu mati 

 ل  و  ق  

 

ditulis 

ditulis 

 

ditulis 

ditulis 

 
ai 

bainakum 

 

au 

qaul 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 

ُ

ُمُ ت ُوُ أ ُأ ُ

ُتُ ُدُ ـ ُعأ ُ

 مُ ت ُرُ كُ شُ ُهُ ئ ُل ُ

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

‘u’iddat 

la’in syakartum 
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VIII. Kata sandang Alif + Lam 

a.  Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el) 

 

ُنُ ُا ُرُ الق ُ

 شُ بُي ُالق ُ

Ditulis 

Ditulis 

 

Al-Qur’ān 

 

Al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 
 

ُبءُ مُ السُ 

 صُ مُ الشُ 

 

ditulis 

ditulis 

 

as-Samā’ 

 

Asy-Syams 

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 ضُ وُ رُ ف ُيُالُ وُ ذُ 

 ةُ ى ُسُ الُ ُلُ هُ أ ُ

 

ditulis 

 

ditulis 

 

Zawi al-furūḍ 

 

Ahl as-Sunnah 

 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari 

negera yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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MOTTO 

 

“Lakukan dengan Sungguh-sungguh 

Karena Sesungguhnya 

 Kesungguhan itu untuk Kebaikanmu Sendiri” 

 

 

 

 

 

”Dekat Sama Allah Maka Semua Akan 

Baik-baik Saja” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kebudayaan adalah konteks yang mencakup kebudayaan, kepercayaan, 

kesenian, moral hukum adat istiadat dan kemampuan-kemampuan yang didapatkan 

oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
1
 Menurut Koentjaraningrat kebudayaan itu 

terdiri dari tiga macam yaitu, pertama, gagasan nilai, norma, peraturan dan 

sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta 

tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai 

benda-benda hasil karya manusia. Dari semua gagasan di atas merupakan bentuk 

kebudayaan yang kesamaan unsurnya bersifat universal.
2
 

 Dalam sosiologi, konsep kebudayaan (culture) sangatlah penting, kerena 

objek studi pokok sosiologi adalah masyarakat, yang mana masyarakat tidak bisa 

dilepaskan dan dipisahkan dari kebudayaan. Sebagaimana menurut Horton dan Hun 

bahwa masyarakat merupakan suatu organisasi manusia yang saling berhubungan 

satu sama lainnya. Sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang 

                                                           
1
 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, cet. Ke-43, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010), hlm. 266. 

 
2
 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: Gramedia 

Pustaka,1999), hlm. 37-38. 
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terorganisasi menjadi pegangan masyarakat tersebut.
3
 Dalam konteks sosiologi, 

perkawinan merupakan salah satu objek yang menjadi kajian. Karena dalam 

perkawinan membicarakan persoalan masyarakat terkecil yaitu keluarga. 

 Perkawinan merupakan sunnatullah yang pada umumnya berlaku pada 

semua makhluk ciptaan_nya. Perkawinan suatu jalan yang dikehendaki oleh Allah 

bagi manusia untuk berkembang biak, sebagai tempat, mencurahkan kasih sayang, 

dan melestarikan kehidupannya. 

 Allah berfirman dalam al-Qur‟an: 

ُ فى ذاىل لايت ىا إىيها وجعو بيْنٌ ٍىدة وزحَت إّفسنٌ أشواجا ىتسنْيتٔ أُ خيك ىنٌ ٍِ أوٍِ ا

ىقىً يتفنسوُ
4

 

 Perkawinan di dalam Islam dinamakan dengan nikah. Dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan bahwa: 

“perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan 

tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 

 Dari definisi di atas dapat diambil suatu pengertian secara umum yaitu 

perrnikahan merupakan suatu ikatan yang palig suci dan kokoh melalui akad yang 

                                                           
3
 Raharja,  Pengantar Sosiologi PeDesaan dan Pertanian, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

Universuty Press, 1999), hlm. 64. 

 
4
 Ar-Rūm (30): 21. 

 
5
 Pasal 1, Undang-undang  No 1 Tahun 1974. 



3 
 

membolehkan bergaulnya seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga 

yang sakinah, maaddah wa rahmah sesuai dengan ajaran Islam. 

 Untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang 

penuh ma waddah wa rahmah bukan perkara yang gampang dan bukan pula 

persoalan yang mudah, sebagai suami istri sebelumnya harus memiliki bekal 

pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus siap 

dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan serta 

cobaan rumah tangga. Tidak sedikit pasangan suami istri yang merasa siap dan 

memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, mereka gagal 

menggapai tujuan yang dicita-citakan sejak awal, mereka gagal membangun rumah 

tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera serta kekal abadi. Rumah tangga 

semakin retak, tali perkawinan semakin kendor, hubungan kasih sayang semakin 

harmonis, akhirnya kabur dan menghilang, ketentraman dan kebahagiaan rumah 

tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga 

bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjaran dan neraka
6
.  

 Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian 

perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaikan keretakan  rumah tangga yang 

                                                           
6
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT Cita Aditya Bakti, 1990), hal. 

169. 
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tidak mungkin dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan 

menimbulkan perpecahan keluarga kedua belah pihak
7
. 

 Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, akan tetapi 

itu bukan berarti membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan 

itu juga bukan berarti Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian, semaunya, 

tetapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan suami istri dibolehkan 

melakukan perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya ialah perceraian harus 

didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir untuk ditempuh oleh 

suami istri ketika jalan lain tidak mampu memulihkan keutuhan kehidupan rumah 

tangga mereka
8
. 

 Dalam kehidupan bernegara  masalah perceraian dapat perhatian khusus dari 

pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-

undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 

kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 1975. Peraturan perUndang-undang ini bersifat umum yaitu berlaku bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Khusus umat Islam berpedoman pada Undang-undang No. 

7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama yang mengatur khusus permasalahan-permasalahan tertentu bagi 

umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian.  

                                                           
7
 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 

1986), hal. 104.  

 
8
 Ibid. 
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 Maka dengan adanya Undang-undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak 

lagi sepenuhnya berpedoman kepada Undang-undang perkawinan dan peraturan 

pelaksanaannya tetapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam 

Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-undang 

No. 3 Tahun 2006 menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

Menyatakan
9
: 

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak. 

Ayat (2) : Untuk melakuka perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

 

Sedangkan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: 

 

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama 

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

 

                                                           
9
 Abdurrahman, Himpunan Peraturan PerUndang-undangan tentang Perkawinan (Jakarta: 

Akademi Persindo CV. 1986), hlm.74. 
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Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan 

sidang pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. Meskipun 

Undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, 

namun ada di beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan 

yang berlaku, banyak masyarakat yang masih tetap mempertahankan hukum adat 

mereka. Ada masyarakat yang masih tunduk hanya kepada hukum agama serta masih 

ada masyarakat yang karena alasan-alasan tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 Persoalannya yang muncul adalah banyak kasus-kasus perceraian di bawah 

tangan dan tidak mendapat akta perceraian yang sah dari pengadilan. Dalam beberapa 

kasus masih ada warga masyarakat yang melakukan perceraian melalui seorang tokoh 

masyarakat atau aparat di Desa yang biasa mengurus perceraian warganya melalui 

tokoh dan pemuka agama setempat. 

 Di Desa Gelang misalnya, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam, memelihara semangat kekeluargaan yang 

tinggi sehingga jika terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan secara 

kekeluargaan. Latar belakang pendidikan mayoritas hanya lulusan sekolah dasar dan 

sekolah menengah pertama maka tidak heran apabila masih banyak masyarakat yang 

tidak sadar hukum, dan salah satunya adalah dalam memandang perceraian masih ada 

sebagian masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan.  

 Perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gelang Kecamatan 

Sumberbaru Kabupaten Jember tidak dilakukan di depan sidang pengadilan sesuai 



7 
 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu mudin atau penghulu 

di Desa Gelang mengatakan perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat 

Desa Gelang hanya dilakukan dirumah istri  dengan seorang suami menjatuhkan ṭalāq 

kepada istrinya. Perceraian di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten 

Jember hanya dilakukan oleh tokoh masyarakat terutama tokoh agama sekaligus 

menfasilitasi akan terjadinya perceraian. 

 Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk 

skripsi dengan mengambil sebuah judul: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap 

Perceraian di Bawah Tangan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten 

Jember. 

 

B. Pokok Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penyusun 

mengidentifikasikan pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini 

adalah:  

1. Mengapa sebagian masyarakat di Desa Gelang memilih melakukan perceraian di 

bawah tangan? 

2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap perceraian di bawah tangan 

yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Gelang tersebut? 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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1. Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

Sberikut: 

a. Untuk Menjelaskan yang melatarbelakangi penyebab terjadinya 

perceraian di bawah tangan yang dilakukan masyarakat Desa Gelang. 

b. Untuk menjelaskan perspektif sosiologi hukum Islam terkait perceraian di 

bawah tangan yang dilakukan masyarakat Desa Gelang. 

2. Manfaat Penelitian 

  Adapaun manfaat penelitian ini diharapkan: 

a. Mampu memberi sumbangan khazanah keilmuan keagamaan, khusunya 

yang berkaitan dengan hukum perceraian 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum agama 

khususnya dalam bidang perceraian di bawah tangan. 

 

 

D. Telaah Pustaka 

Dikursus mengenai perceraian di bawah tangan banyak dituangkan dalam 

beberapa penelitian, diantara penelitian-penelitian tersebut yang mirip dengan 

penelitian  yang penyusun tulis antara lain: 

Pertama, Skripsi Ahmad khaidoni dalam skripsinya yang mem berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa 

Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu)”, membahas tentang maraknya perceraian di 
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bawah tangan di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu yang dipengaruhi faktor 

pemahaman masyarakat akan pelaksanaan perceraian, prosedur pelaksanaan yang 

lama dan mahalnya biaya persidangan.  Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih 

untuk melakukan perceraian secara cepat dan murah yakni melalui tokoh 

agama/tokoh masyarakat setempat.
10

 

 Kedua, Imdad, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Muktamar 

Nahdlatul Ulama Tentang Status ṭalāq di Luar Pengadilan”, meneliti tentang hasil 

bahsul masail NU dalam Muktamar ke-2 di Yogyakarta Tahun 1989, yang telah 

memiutuskan bahwa ṭalāq adalah hak prerogative suami yang bisa dijatuhkan 

kapanpun dan dimanapun, bahkan tanpa alsana sekalipun. Kalaupun harus melalui 

proses persidangan di Pengadilan Agama, itu hanya sebagai isbat semata.
11

 

Ketiga, Nurhuda Muslih dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam da Undang-undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian dan Problematika 

Pelaksanaannya di Desa Pringgasela Lombok Timur” menjelaskan bahwa perceraian 

di Desa Pringgasela adalah bukan suatu yang tabu, karena diperngaruhi oleh faktor 

kebiasaan turun menurun dan menjadi hukum kebiasaan. Perceraian di bawah tangan 

                                                           
10

Ahmad Khaidoni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan (Studi 

Kasus di Desa Lajer Kec.Tukdana Kab. Indramayu)”, Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006). 

 
11

 Imdad, “Pandangan Muktama Nahdlatul Ulama Tentang Status Ta‟lāq di Luar Pengadilan 

Agama”, Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). 
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tidak menjadi masalah karena masyarakat Desa Pringgasela lebih taat paa aturan 

agama disbanding pada peraturan pemerintah.
12

 

Keempat, Nurul Qodar dalam skripsinya yang berjudul “Perceraian di Luar 

Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan 

Kabupaten Sleman membahas perceraian di luar sidang Pengadilan yang terjadi di 

Desa Sumberharjo Kec. Prambanan, dan  juga memaparkan bagaimana mereka yang 

melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan kemudian menikah kembali.
13

 

Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu di atas, sejauh pengetahuan 

penyusun belum ada yang membahas tinjauan Sosiologi Hukum Islam Perceraian di 

Bawah Tangan yang terjadi di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru, dan belum pula 

ada yang memaparkan bagaimana pratek penjatuhan perceraian di bawah tangan 

dilakukan sebagaimana penyusun maksud, sehingga penyusun berinisiatif untuk 

menuliskan dalam sebuah skripsi. 

 

 

E. Kerangka Teoretik 

  Sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam dirinya diberikan kewajiban dan 

keinginan untuk selalu berusaha mewujudkan keadilan, keputusan dan kebenaran 

                                                           
12

 Nurhuda Muslih, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang NO.1 Tahun 1974Terhadap 

Perceraian dan Problematika Pelaksanaannya di Desa Pringgasela Lombok Timur”, Fakultas Syari‟ah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005). 

 
13

 Nurul Qodar, “Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo 

Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”, Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). 
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oleh karena itulah dibuatkan aturan-aturan hukum yang menjamin diamankannya misi 

keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. 

  Misi suci ini dihimbau pula oleh syari‟at Islam yang mengedepankan program 

pemenuhan keadilan bagi segala lapisan masyarakat termasuk didalamnya sebuah 

keluarga yang melakukan perceraian, untuk tujuan ini syari‟at Islam jelas 

memformulasikan bentuk pencapaian kualitatifnya untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat. 

  Perceraian adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan 

terhadap istrinya adapun sebaliknya gugatan istri terhadap suaminya. Perbuatan 

tersebut dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan 

keluarganya. Karena itu Islam mensyaria‟atkan bahwa suami yang menjatuhkan ṭalāq 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: sudah dewasa, berfikir sehat, 

mempunyai kehendak bebas dan mempunyai hak ṭalāq.
14

 Ketiadaan dari salah satu 

syarat tersebut menjadikan ṭalāq dianggap tidak sah karena itu tidak membawa akibat 

hukum apapun. 

  Namun golongan ahli fikih yang dahulu maupun yang kemudian berpendapat 

bahwa ṭalāq itu sah tanpa harus dipersaksikan di hadapan orang lain. Dengan alasan 

bahwa ṭalāq itu adalah hak suami, sehingga ia tidak memerlukan bukti untuk 

menggunakan haknya itu. Begitu suami mengatakan kepada istrinya “kamu saya 

ṭalāq” maka jatuhlah ṭalāq. Hal ini seakan memberikan jalan dengan begitu mudahnya 

                                                           
14

 H.M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, hlm. 44. 
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terhadap seorang suami untuk menceraikan istrinya, padahal perceraian merupakan 

perbuatan yang sangat dibenci  oleh Allah sebagaimana ungkapan hadis sebagai 

berikut : 

اىحلا ه عْد الله اىطلا ق
15

 أبغض 

  Berbicara dalam konteks Indonesia bersamaan dengan dikeluarkannya 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-

undang No 1 Tahun 1974 yang didalamnya termasuk masalah perceraian, maka 

segala hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut haruslah 

disesuaikan dengan Undang-undang dan bukan lagi hanya menjadi perkara yang 

menyangkut urusan pribadi, melainkan sudah menjadi kewenangan pemerintah dalam 

menyelesaikan. 

  Perceraian yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dapat 

dikatan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan dengan menyertakan 

alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dari sini bisa dilihat bahwa jiwa 

dari peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah bahwa perceraian hanya 

dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat dalam keadaan yang tidak 

dapat dihindarkan lagi. 

  Dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan lagi tersebut  maka perceraian 

yang dilakukan haruslah dilakukan dengan cara baik,  sebagaimana firman Allah: 

                                                           
15

 Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy‟as Sunan Abi Dawud, “Kitab at-Ta‟lāq”, “Bab Karahiyyah 

at-Ta‟lāq” (t.t.p.: Dar al-Fikr, 1994), II : 255, hadist nomor  2178, hadis dari kasir bin „Ubaid dari 

Muhammad bin Khalid dari Ma‟rif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari ibnu Umar.  
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16
ُحسا  أوتسسيح بإفإٍساك بَعسوف  ق ٍستاُ ۖىطلاا   

  Dalam menyelesaikan perkara perceraian ini baik cerai ṭalāq maupun gugatan 

cerai yang diajukan oleh istri, keduanya diwajibkan mengajukan pembuktian untuk 

dapat diketahui kebenaran dari alasan-alasan yang digunakan dalam mengajukan 

perkara perceraian tersebut. 

  Dalam Pasal 39 ayat (1)  Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua 

belah pihak, selanjutnya mengenai tata caranya diatur tersendiri secara rinci dalam 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dan dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 sampai dengan Pasal 148. 

  Kemudian juga dalam buku Hukum Islam Suatu Analisis dari Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Karya Mohd. Idris Ramulyo, S.H. 

berpendapat bahwa untuk masalah perkawinan, perceraian dan rujuk sangat 

diperlukan adanya pencatatan dan kehadiran saksi karena ini sangat berdampak pada 

masalah kepastian hukum dan hal ini beliau analogikan dengan firman Allah dalam 

surat al-Baqarah:  

متبىٓ ا  جو ٍسَى فأىى إذا تدا يْتٌ بد يِ إ ىااٍْ̃ىريِ أيا يها 
17

 

                                                           
16

 Al-Baqarah (2) : 229. 

 
17

 Al-Baqarah (2) : 282. 
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  Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli, utang 

piutang dan perdagangan harus didaftarkan (ditulis) menurut ketentuan al-qur‟an 

apalagi permasalahn nikah, ṭalāq dan rujuk yang merupakan perjanjian yang suci, 

kuat dan kokoh dilakukan oleh kedua orang yang akan mengarungi bahtera rumah 

tangga dan mempunyai keturunan.
18

 

  Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi baik atas kehedak bersama 

maupun kehendak dari salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur 

tangan dari pemerintah namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang 

terutama dari pihak suami, dan juga demi kepastian hukum maka perceraian harus 

melalui saluran lembaga pengadilan. 

  Kemudian mengingat madarat yang timbul akibat  perceraian itu sangat besar 

pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat, maka 

pemerintah berhak memperketat dan mempersulit izin perceraian sebagai mana 

tersebut dalam Undang-undang  No. 1 Tahun 1974 di atas yang bertujuan demi 

menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

  Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara 

mutlak, Namun perceraian harus didahului dengan upaya perdamaian antara kedua 

belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami istri tidak terwujud dan 

perselisihan semakin memuncak, perceraian adalah jalan terbaik. proses perceraian 

harus didahului dengan upaya perdamaian antara suami istri. Ketentuan perceraian 

                                                           
18

 Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-5 (Jakarta : Bumi Aksara,2004). 
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yang diajukan oleh istri juga melalui proses perdamaian sebagaimana yang ditetapkan 

terhadap suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang 

No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus melalui 

proses perdamaian terlebih dahulu.
19

 

  Dalam hukum positif, jika pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan 

Agama, perceraian juga harus dicatatkan di Kantor Pengadilan Agama, agar seluruh 

perbuatan masyarakat yang berkenaan dengan hukum mendapatkan perlindungan 

hukum yang pasti. Tentunya dengan adanya perlindungan hukum  tidak perlu 

khawatir hak-hak para pihak akan terlantar begitu saja Undang-undang No.1 Tahun 

1974 tentang perkawinan yang mewajibkan perceraian harus di depan sidang 

pengadilan
20

, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa perceraian tidak 

memerlukan persaksian, karena tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa 

perceraian harus dipersaksikan. 

  Pembahasan permasalahan diatas dilhat dari fakta sosial, yang menyangkut 

struktur sosial dan institusi sosial, dalam hal ini menyangkut tentang pola pikir dan 

gaya hidup masyarakat dalam menyikapi perceraian. Sosiologi hukum berkembang 

atas dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem 

sosial yang dinamakan masyarakat, yang berarti hukum hanya dapat dimengerti 

                                                           
19

 Pasal 39, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 
20

 Ibid. 
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dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan 

proses.
21

 

  Dalam hubungan dengan fakta sosial ini. Suatu teori tentang hukum dan 

perubahan sosial menurut Max Weber bahwa perubahan-pperubahan hukum sesuai 

dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial pada masyarakat yang mendukung 

sistem hukum yang bersangkutan.
22

 

  Sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang memperlajari struktur 

sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial dan masalah-masalah sosial. 

Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan secara 

analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-

gejala sosial lainnya. Maksud sejauh mana hukum itu mampu mempengaruhi tingkah 

laku sosial terhadap pembentukan hukum. 
23

 

  Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 

3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu:
24

 Pertama, sebagai kontrol 

sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya 

paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Kedua, sebagai social 

                                                           
21

 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 

hlm. 5. 

 
22

 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 
hlm. 103. 

 
23

 Ibid., hlm. 1. 

 
24

 A. G. Peters dalam Ronny Hamitijo Soemitro, Study Hukum dan Masyarakat, (Bandung: 

Alumni, 1985), hal. 10. 
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enginering yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh pejabat 

(the official perspective of law) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang 

dapat dimobilisasikan dengan menggunakan huku sebagai mekanismenya. Ketiga, 

perapektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan 

dari bawah terhadap hukum, hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti 

misanya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum.
25

 

  Namun sebagai warga Negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya 

masyarakat juga patuh terhadap hukum Negara, tidak hanya patuh terhadap hukum 

Agama. Karena hukum dibuat untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Namun, 

kenyataannya sebagian dari masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak taat 

hukum. Realita ini pun terjadi dalam sebagian masyarakat muslim Desa Gelang.  

 

F. Metode Penelitian 

  Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian diperlukan metode dan 

prosedur yang baik, sehingga akan mudah memperoleh  data yang bisa mewakilinya. 

Dalam penyusunan skripsi, hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat, sikap dan harapan 

                                                           
25

 Satjipto Raharjo, Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, (Bandung: 
Alumni, 1977), hlm. 66. 
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masyarakat
26

 Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang dijadikan 

objek dalam penelitian, dan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 

perceraian di bawah tangan dalam perspektif sosiologi hukum Islam. 

2. Sifat Penelitian 

  Sifat penelitian dalam sekripsi ini adalah deskriptik analitik, yaitu penelitian 

yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu perceraian di bawah tangan, 

kemudian dianalisis dengan sosiologi hukum Islam. 

3. Pendekatan 

a. Pendekatan normatif, yakni cara pendekatan dengan melihat apakah 

perilaku sudah sesuai atau tidak berdasarkan norma agama. 

b. Pendekatan yuridis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang 

diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, Kompilasi 

Hukum Islam dan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di 

Indonesia, yaitu hukum dijadikan dasar untuk hidup bermasyarakat yang 

dianut dan ditaati sebagai negara yang taat hukum. 

4. Populasi dan Sampel 

  Populasi dalam penelitian ini adalah analisis sosiologi hukum Islam terhadap 

perceraian di bawah tangan. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive 

sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan analisis atau  penelitian subyektif 

dari peneliti, dalam hal ini peneliti mengambil 6 (enam) pasangan suami istri untuk di 

                                                           
26

 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hal. 62. 
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wawancarai dari 13 (tiga belas) pasangan yang melakukan perceraian di bawah 

tangan.
27

 

5. Pengumpulan Data 

  Cara memperoleh data dalam penelitian ini dengan menelusuri bahan-bahan 

kepustakaan, untuk mendapat dasar-dasar teori yang berupa pendapat atau tulisan 

para ahli, selain itu penyusun juga menggunakan data yang didapatkan dari hasil 

penelitian di lapangan. 

Metode yang digunakan: 

a. Observasi, pengamatan dan pencatatan secara sitematis terhadap fenomena yang 

diselidiki baik dari data yang ada Kecamatan Sumberbaru maupun aparat Desa 

Gelang yang biasa menangani masalah perceraian, metode ini digunakan guna 

untuk memperoleh data secara langsung tentang alasan perceraian di bawah 

tangan. 

b. Dokumentasi, yakni pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut 

bisa berupa letak geografis, demografis ataupun kondisi penduduk serta hal-hal 

lain yang  dapat mendukung dalam penyusunan skripsi. 

c. Interview (wawancara), yakni dalam mencari dan memperoleh data yang 

dianggap penting dengan mengadakan wawancara langsung dengan 

responden/informan diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat 

yang melakukan perceraian di bawah tangan dan tokoh-tokoh lain yang 

berkompeten dalam persoalan ini. 

                                                           
27

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1996), hal. 91. 
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6. Analisis Data 

  Data yang terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, 

penyusun mengadakan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk 

yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.
28

 Analisis data menggunakan 

metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat 

diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.
29

  

Dalam hal ini penulis menjelaskan terlebih dahulu alasan-alasan, faktor 

pendukung dan kendala, perceraian di bawah tangan sebelum mencari pandangan 

tokoh masyarakat tentang perceraian di bawah tangan terhadap efektifitas dan 

dampak hukum berlakunya  hukum Islam dalam masyarakat Gelang, kemudian 

diambil tindakan-tindakan yang kontruktif apakah idealis hukum itu berlaku secara 

efektif dan perilaku hukum betul-betul sesuai dengan tujuan diciptakannya suatu 

aturan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang 

skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi ini 

berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

                                                           
28

 Masri Singaribun, Metode Penelitian Survei (Jakarta: PT. Pustaka 1995), hlm, 233. 

 
29

 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, cet. IX, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1991), hlm, 254. 
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1. Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum menurut 

pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjeaskan latar belakang 

masalah, kemudian merumuskan masalah. Tujuan dan manfaat hasil 

penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan metode penelitian serta 

sistematika penulisan. Alasan mengapa mengangkat judul skripsi. 

2. Bab kedua, berisi tentang landasan teorinya yakni tinjauan kepustakaan 

yang menjadi sudut pandang bagi objek penelitian. Yakni: Pengertian dan 

dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan 

perceraian, dan tata cara perceraian. 

3. Bab tiga, pemaparan data dan hasil penelitian lapangan tentang perceraian 

di bawah tangan perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Gelang 

Kacamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. 

4. Bab empat, membahas tentang analisis dan hasil penelitian, alasan 

terjadinya perceraian yang terjadi di bawah tangan perspektif sosiologi 

hukum Islam. 

5. Bab lima, sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari 

kesimpulan-kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun melakukan penelitian dan pengkajian dalam bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan tanpa melalui 

proses persidangan di Pengadilan Agama. Adapun sebagian masyarakat Desa 

Gelang Kacamatan Sumberbaru melakukan perceraian di bawah tangan 

dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi 

dua komponen. Pertama, komponen yang datangnya dari masyarakat meliputi 

tingkat pendidikan rendah, keadaan ekonomi rendah, kurangnya kesadaran 

hukum, pemahaman keberagaman masyarakat. Kedua, komponen yang 

datangnya dari lembaga pemerintah yakni mahalnya biaya yang harus 

dikeuarkan, lamanya proses pengadilan, jarak Pengadilan Agama yang jauh, 

serta kurangnya sosialisasi pihak Pengadilan Agama beserta para perangkat 

Desa Gelang. 

2. Menurut tinjauan sosiologi hukum Islam, perceraian di bawah tangan yang 

dilakukan sebagian masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru itu 

kurang sesuai dan tidak patut dilakukan oleh masyarakat setempat, karena 

dalam ilmu sosologi harus melihat adanya pola interaksi antara kepentingan 
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manusia, kepentingan hukum, dan kepentingan agama. Maka melihat dari 

kepentingan manusia, perceraian di bawah tangan berdampak negatif kepada 

manusia itu sendiri. Sedangkan jika dilihat dari kepentingan hukum dan 

kepentingan agama, perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat 

Gelang tidak sesuai dengan tata cara perceraian baik dalam hukum positif 

maupun hukum Islam, sehingga tidak tercepai tujuan dan maksud dari hukum 

tersebut. 

 

B. Saran 

1. Perlunya sosialisasi dari Pengadilan Agama yang lebih intensif kepada 

masyarakat akan pentingnya cerai di Pengadilan Agama dan dampak negatif 

yang ditimbulkan dari perceraian di bawah tangan. 

2. Perlunya tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menyokong kinerja 

Pengadilan Agama, terutama masyarakat yang dipercaya mengemban 

perangkat Desa sebagai orang terdekat dengan masyarakat untuk merangkul 

dan memberikan pemahaman lebih perihal pentingnya perceraian dilakukan di 

Pengadilan Agama. 

3. Pentingnya upaya pada diri setiap individu masyarakat untuk  lebih peka 

terhadap hukum, terbuka menerima dan menjalankan hukum yang ada., tidak 

hanya berpedoman pada hukum Islam dan pola fikir masing-masing individu. 

Karena hukum dibuat untuk menjadikan kehidupan lebih baik dan terarah 

demi kemaslahatan bersama.  
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4. Bagi para pelaku perceraian di bawah tangan hendaknya mendaftarkan 

kembali perceraiannya ke Pengadilan Agama agar perceraiannya menjadi sah 

menurut negara dan mendapatkan akta cerai yang sah dari Pengadilan Agama 

supaya perceraiannya jelas, sehingga hak-hak dan kewajiban baik istri, suami 

dan terlebih pada hak-hak anak yang ditinggalkan menjadi jelas. Maka dapat 

terjamin kelangsungan hidupnya. 

5. Perlunya bagi masyarakat yang tidak bisa mempertahankan bahtera rumah 

tangganya dan jika cerai adalah jalan terakhir yang diambil, hendaknya 

bercerai sesuai hukum yang berlaku, yakni melakukan perceraian melalui 

Pengadilan Agama demi kemaslahatan bersama. 
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